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Absfnacf

Free trade currently becomes the main regime of international
trade which creates interdependence among countries.
Specifically, free trade /eads fo increasing trade flows in one
hand, and an the other, declining role of the government in making
regulations, superursions and protection of trade.The rising figures
of import resulted from the increasing trade flaws eventuaily put
pressure on domestics entrepreneurs. ln relation with this, findings
of this research -which took place in the Riau province - disc/oses
that amid the shrinking trend of gavernment role, the (regional)
government is needed to take initiate ta persuade investors not
to move to other countries. lts role is a/so stiil needed in
minimizing production cosf suc/r as in supporting lheprorrisions
of adequate workers' facilities, improving infrastructures, and
pushing the development of smalt and medium enterprises.
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Abstrak

saat ini perdagangan bebas telah menjadi arus utama sistem
perdagangan internasional dan telah menciptakan interdepedensi antar
negara. Perdagangan bebas menyebabkan peningkatanan arus
perdagangan dan menurunnya peran pemerintah dalam mengatur,
mengawasi dan memproteksi perdagangan, sehingga peningkatan
impor memberikan tekanan terhadap pelaku usaha domestik. Dari
penelitian di Provinsi Kepri, diperoleh gambaran bahwa walaupun peran
pemerintah semakin kecil, namun saat terjadi krisis ekonomi global
pemerintah dapat berperan mempersuasi agar investor tidak pindah,
memperkecil biaya produksi seperti memfasilitasi kebutuhan buruh
atau meningkatkan kualitas infrastruktur serta mendorong
pertumbuhan dan pengembangan usaha kecildan menengah.

Kata Kunci:Perdagangan Bebas, peran pemerintah, provinsi Riau Kepulauan

@s di provinsi Kepurauan Riau pada tahun 2010. Penulis adalah Peneliti Madya bidang Kebijakan Pubtik di p3fil Setjen DpR Rl Emaitr
suhartono@dpr.go.id
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l. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Persoalan pengaturan perdagangan menjadiperhatian publik pada awal

Januari2010, karena pada bulan tersebut perjanijian perdagangan bebas antara

Cina dan ASEAN mulaiberlaku. Pemberlakuan perjanjian ASEAN China Free

Trade Area (ACFTA) menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Kalangan

masyarakat industri mengkritik pelaksanaan ACFTA tersebut, karena telah

memberikan tekanan besar terhadap perkembangan industridalam negeri. Hal

tersebut tampak dari kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat antara KomisiVl

yang membidangi perdagangan dengan Asosiasi Industri. Setidaknya disebutkan

dari RDPU tersebut bahwa sektor indutsri elektronik, tekstil, produk tekstil (TPT)

serta fu rniture terkena da mpak ACFTA. Tekanan terhadap industri dalam negeri

tersebut tampak dari tingkat penjualan produk industri dalam negeri yang terus

menurun dibanding produk industri Cina.

Fenomena tersebut, mendorong kalangan industriuntuk meminta kepada

DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perdagangan yang mampu

mengatasi persoalan turunnya penjualan produk industridalam negeri untuk

jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek kalangan indushi

menginginkan adanya kebijakan yang dapat mengatasitekanan terhadap produk

dalam negeri dan jangka panjang kebijakan yang bisa mengembangkan industri

dalam negeri agar mampu tumbuh dan bersaing sesuaidengan perianiianWorld

Trade Organization (WTO).Tuntutan tersebutdidukung oleh kondisitahun 2009,

dimana terjadi penurunan ekspor 15% dan impor 25o/o dibanding kinerja

perdagangan tahun 20081.

Berlakunya ACFTA menambah kekhawatiran pelaku industri akan

tekanan terhadap kinerja ekspor, khususnya ekspor manufaktur karena kalah

bersaing dengan produk Cina atau negara ASEAN lainnya. Sedangkan pasar

dalam negeriakan semakin terbuka bagi produk negara anggota ACFTAyang

sebagian tidak bisa disaingi oleh produk dalam negeri. Selain itu, ACFTA juga

memberikan optimisme karena pasar baru juga mulai terbuka bagi produk

lndonesia, seperti pasar Cina sebagaimana diyakini oleh Menteri Perdagangan

Marie Pangestu. Persoalannya pasarCina atau ekspor Indonesia ke Cina masih

didominasi oleh produk sumber daya alam yang tidak berpengaruh signifikan

terhadap industri dalam negeri. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks

1 ,,prospek Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 2010', diunduh dari htto://www.depdag.go'id/

files/publikasi/siaran oers/2010/20100209Ri1is%20Perkembangan%20Ekslm.%209o.20
Febo/o20201Q.Pdt
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per$aingan dagang sesama negara A$EAN, setidaknya $ingapurm
memanfaatkan dengan baik posisinya sebagai negara industri dan jasa dalanr
memanfaatkan perdagangan bebas bagi pertumbuhan ekonomi dan pasar
produknya.

Dinamika pasar dari perdagangan bebas memberikan tantangan terhadax:
eksistensi negara dalam hal iniperan pemerintah.Tantangan tersebut terutamm
pada kebijakan perdagangan yang merespon perkembangan lersebut, bai[t
terhadap perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. $aat ini kebijakarr
perdagangan masih bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang
usianya cukup lama seperti uu Nomor 11 Tahun 1g6s tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1g62 tentanlp
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Frp Tahun 1960 tentang pergudangan. $elairr
itu, aktivitas perdagangan juga mengandalkan uu Nomor 1 Tahun 1961 lentaryp
Earang. Instrumen perundang-undangan tersebut tentunya tidak memadai untulq
mewadahiaktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat saat inidar"r

merespon perjanjian internasionalyang melandasi lahirnya wro dan AcFTA.
Di sisi lainnya, ada dua Undang-Undang (UU) yang terkait dengan

aktivitas perdagangan telah lahirlebih dahulu dibanding uu perdagangan sendiri
undang-undang Nomor I Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen dar
undang-undang Nomor 5 Tahun 1g9g tentang Larangan praktek Monopoli darL

Persaingan usaha Tidak sehat merupakan instrumen hukum yang mengatur
subjek perdagangan yaitu konsumen dan produsen. Didalam uu perlindungarr
konsumen hubungan antara produsen dan konsumen diatur dalanr kontekri
melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan, sedangkan u{-l
Anli Monopolimengatur hubungan diantara produsen dalam pengua$aan pa$ar,

Persoalannya aspek-aspek yang diatur dalam kedua uu tersebut hanya bagiar
kecil dari aspek perdagangan. Persoalan perizinan, pencatatan, pengawasan
pabean, distribusi hingga zonasi pasar tidak memiliki aturan yang cukup bagil
membangun kegiatan perdagangan yang terlindungi sscara hukum. $ehingger
dimata Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)s, regulasiyang ada belurn
cukup memberikan kepastian berusaha dalam menghadapi persaingan.

Kekhawatiran tersebut secara khusus berkorelasi dengan peran
pemerintah dalam mengelola perdagangan. Peran pemerintah sendiri dalarn
konteks perdagangan antar negara merupakan pihak yang mewakiti negara
dalam pengikatan perjanjian internasionalmengenaiperdagangan bebas"Artinya
secara sadar pemerintah telah rnelihat pengintegrasian pasar dalam negeri kn

? "Kadin: Dunia usaha butuh UU Perdagangan ", diunduh darl http/lrn.detik.corn/read€007lll/
07 | 1 022461 863502/83/kadi n-dunia-usaha-butuh-uu-perdagangan
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dalam sistem perdagangan bebas memberikan banyak manfaat bagi

pertumbuhan pasar dan perkembangan industri dalam negeri. Persoalannya

apakah pemerintah masih memiliki kewenangan yang besar dalam sistem

perdagangan bebas tersebut. Bagaimana pemerintah menjawab kekhawatiran

yang tumbuh di kalangan pelaku usaha terhadap akibat-akibat yang muncul

dari perdagangan bebas. Apabila masih ada peran apakah yang perlu dijalankan

oleh pemerintah untuk menata perdagangan agar tercipta iklim usaha yang

sehat dan aktivitas perdagangan dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya'

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu aspek penting dari pengaturan peran

pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan yang

sedang disiapkan oleh pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang pemaparan di atas fokus dari penelitian iniada pada

bagaimana peran pemerintah dalam mengelola kebijakan perdagangan sebagai

respon terhadap dampak dari perdagangan bebas. Peran pemerintah yang akan

dilihat adalah pemerintah pusat dan daerah, terutama peran-peran yang terkait

dengan belakunya perianjian perdagangan bebas.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran

pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kebijakan perdagangan terhadap

kawasan perdagangan bebas didaerah Provinsi Kepulauan Riau. Darigambaran

peran pemerintah ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai peran-peran yang

saat ini berjalan dan bagaimana peran-peran tersebut berjalan di masa yang

akan datang atau di saat perdaganagan bebas berjalan secara penuh bukan

hanya di tingkat regional, namun juga internasional. Pulau Batam secara

keseluruhan sejak tahun 2007 memperoleh status sebagai kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas3. Selain Batam Provinsi Kepulauan Riau inijuga

memiliki Pulau Karimun dan Bintan dengan status yang sama. Status sebagai

kawasan perdagangan bebas menjadikan daerah ini relevan sebagai daerah

yang ditelitisebagaistudikasus, karena bisa jadi persoalan yang munculterkait

dengan peran pemerintah dapat diwakili dari persoalan yang diahadapi oleh

Provinsi Kepulauan Riau.

ffi tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan

ata UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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D. Kerangka Pemikiran

Pemikiran mengenai perdagangan antar negara dikembangkan oleh
Adam $mith dalam The Wealth of Nation. Walaupun pada saat bersamaan
terdapat karya lain yang secara spesifik mengupas perdagangan dan pemerintah

(Government and Commerce) karya Abbe de Condillac, tetapi wealfh of natian

menjadireferensi utama pengembangan lebih jauh konsep perdagangan antar
negara. Menurut Baghwaty karya Adam Smith menginspirasi sejumlah teoritisi
perdagangan termasuk model-model yang dikembangkan oleh David Ricardoa.

Model David Ricardo menggambarkan bagaimana bekerjanya satu variabelfaktor
produksidalam proses produksi dua barang dengan asumsitingkat produktivitas

tenaga kerja konstan daridua negara yang memilikitingkat produktivitas relatif,

dan kedua negara yang terlibat perdagangan diasumsikan memperoleh
keuntungan dari perdagangan tersebut. Model ini menjelaskan bahwa
keberlanjutan perdagangan tersebut ditentukan oleh keuntungan, dimana berlaku

hukum pasar bebas yaitu harga (keseimbangan antara supply and demand)

menentukan alokasi sumber.
Pandangan inisendiri menurut Baghwaty memiliki kelemahan, ketika

terjadi market failure (distorsi), maka perdagangan bebas bukan kebijakan
terbaik, sebaliknya kebijakan tersebut dapat membahayakan dibanding
bermanfaat. Pasar bebas tidak serta merta mendatangkan keuntungan ketika
terdapat distorsi pasar seperti adanya monopoli dan tarif impor. Salah satunya
sering dipraktekan oleh negara berkembang dengan menerapkan kebijakan lnfanf
industrt', yaitu dengan memproteksi industrinya yang baru tumbuh sebagai
bagian dari subsfifution impoft strategy (yaitu strategi memproduksi barang
impor untuk kebutuhan domestik, selanjutnya dikembangkan untuk kebutuhan

ekspor), Tujuannya untuk menciptakan kekuatan industri dalam negeri yang

monopolistik, sehingga skala ekonomi dari industri tersebut dapat lebih cepat
tercapaidan mampu melakukan kompetisi dengan industri dari negara yang

sudah maju. Akibatnya alokasi sumber produksi tidak dapat berjalan sesusai
hukum pasar, tetapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah (invisible hand).

Dalam pemikiran ekonomi sendiri, titik frade off supply and demand
faktor penting yang mempengaruhi aktivitas perdagangan. Pada sisi supply
produsen dipengaruhi oleh variabel kemampuan produsen memproduksi barang

dengan efisien. Efisiensi dapat dalam bentuk proses produksi yang singkat
dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dan distribusi yang efisien juga"

4Jagdish N, Bhagwati. 2002, Free Trade Today, Princeton University Press, hal.1.
5lbid. 14
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Dengan efisiensitersebut produsen berharap dapat menekan biaya, sehingga

produsen lebih besar perannya dalam menentukan harga produk yang sampai

ditangan konsumen. Perdagangan antar negara terjadi ketika masing-masing

negara mengembangkan produk yang berbeda sehingga menciptakan

permintaan dan penawaran antar negara atas dasar perbedaan barang yang

diproduknya. Perdagangan antar negara tidak hanya terjadi karena adanya

perbedaan produk (comparative advantage) saja, tetapijuga berkembang ketika

terjadi perbedaan efisiensi produk (competitive advantage\ pada barang dalam

proses produksidan distiribusi. Perbedaan produk dan perbedaan efisiensidan

nilai kompetisi tersebut mengisi celah permintaan dan penawaran dari satu

negara dengan negara lainnya.

Di dalam sistem perdagangan yang proteksionis ataupun semi

proteksionis, peran pemerintah cukup besar dengan sejumlah kewenangan

seperti pemberlakuan tarif impor, kuota impor, kontrol lalulintas perdagangan,

syarat kandungan lokal dan perakitan produk. Menurut Krugman6, kebijakan

proteksi membutuhkan peran pemerintah yang cukup besar dalam

pelaksanaannya dari mulai pemilihan industri yang diproteksi, pengawasan

kandungan lokal hingga memperbesar birokrasi pengawasan. Kelemahan dari

kebijakan perdagangan yang proteksionis menurut Krugman terletak pada

adanya distorsiinsentif, fragmentasi pasar, monopolidan menguatnya praktek

rent seeking.

Ketika, sebuah negara merubah kebijakan perdagangannya dari

proteksionis menjadi terbuka ada sejumlah dampak yang terjadi. Menurut

KrugmanT, pemerintah negara tersebut akan menghadapi persoalan dampak

negatif proses transisi, perubahan distribusi pendapatan dan menurunnya

kewenangan dan pengaruh aparatur pemerintah. Dampak negatif proses transisi

tampak dari neraca perdagangan yang defisit dan meningkatnya pengangguran.

Defisit neraca perdagangan disebabkan oleh derasnya barang impor masuk

melebihiekspor. Derasnya impor karena produk lokal kalah bersaing, baik karena

proses produksi kurang efisien atau harga lebih mahaldari impor.Terpukulnya

produk lokal akan menekan penghasilan pekerja bahkan dapat mendorong

penutupan industri lokal dan ini akan menciptakan pengangguran akibat

pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja akan berdampak pada

distribusi pendapatan atau menciptakan kemiskinan atau memperlebar

kesenjangan. PHK akan terjadi di sektortertentu, sedangkan keuntungan berupa

harga murah dinikmati seluruh lapisan masyarakat'

@nDeve|opingCountries,,dida|amPolicyMakinginTheopen
Economy, ed. Dombusch Rudiger, Oxford University Press' 1993.
? lbid
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Perdagangan bebas memberikan ruang yang lebih sempit bagi
pemerintah untuk terlibat, tetapi menuntut poran strategis lainnya untuk

mendorong dan mengembangkan industri dalam negeri dan kegiatan
perdagangan. Dalam pendekatan kebijakan industri ada dua pola peran

pemerintah yaitu intervensionis bersifat vertikal dan intervensionis bersifat

horisontals. Pendekatan kebijakan intervensionis bersifat vertikal fokus pada

upaya pemberdayaan sektor usaha tertentu, dimana sasaran intervensidiarahkan

pada hasil dan proses produksi dari usaha kecil agar dapat tumbuh dan bersaing.

Dalam pendekatan ini sasaran diberikan kepada usaha kecildan menengah

melalui kebijakan-kebijakan bersifat mengintegrasikan dan mensinergikan

seluruh sektor produksi dari hulu sampai hilir. Dengan pendekatan koordinatif

tersebut diharapkan terbangun sistem pengembangan usaha yang dapat

melindungidan menumbuhkan usaha kecildalam persaingan yang tak seimbang.

Oleh karenanya dalam pengembangannya satu unit usaha yang satu terkait

dengan yang lainnya. Dalam pendekatan ini usaha kecilyang terkonsolidasi

dapat meningkatkan efisiensi produksinya dan meningkatkan daya saing

produknya.

Sedangkan pendekatan $ecara horisontal tidak memperlakukan

pembedaan atas sektor tertentu, tetapi sektor tersebut tetap memiliki pengaruh

secara tidak langsung terhadap struktur sektor usaha. Menurut Parkere

pendekatan horisontalfokus pada peningkatan kualitas (input)masukan prose$

produksi dalam hal ini lnput tenaga kerja dan teknologi. Kebijakan-kebijakan

yang menjaditurunan pendekatan ini dari sisitenaga kerja seperti hubungan

industri, upah buruh, serta pelatihan. Dalam perkembangannya pendekatan ini

juga memasukkan keb'rjakan yang fokus pada biaya produksi dan persaingan

harga.

E. Metodologi Penelitian

E.1. Waktu dan LokasiPenelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal4-10 Mei2010 di Provinsi Kepulauan

Riau. Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada alasan karena provinsi

inimemililikidaerah yang dijadikan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Daerah tersebut, Batam, Karimun dan Bintan yang merupakan wilayah yang

8 O. B Audretsch, 1998. lntroduction to lndustrial Policy and Competitive Advantage, Vol 1-3,

Aldershot: Edward Elgar
e Rachel, Parker. 2002. "Cnordination and competition in small business policy; A cornparaliv$
anafysis of Australia and Denmark", Jaurnal af Economlc /ssuee. Lincoln: Dec 2402. Vol.30 /ss. d
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telah ditetapkan status hukumnya sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan

bebas. Adanya daerah ini memberikan persoalan tersendiri terhadap peran

pemerintah daerah, karena pada satu sisi peran pemerintah dalam mengelola

perdagangan bebas menjaditerbatas. Hal inisesuaidengan tujuan dari penelitian

iniyang akan melihat lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam perdagangan

bebas.

E.2. Cara Pengumpulan Data

Dari permasalahan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh

gambaran peran pemerintah dalam kerangka sistem perdagangan bebas

memerlukan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memberikan

ruang bagi peneliti untuk mengekplorasi lebih jauh mengenai gambaran peran

pemerintah dalam perdagangan bebas. Ruang ekplorasi tersebut bermanfaat

untuk memperoleh variabel-varibel baru yang kemungkinan ditemukan dalam

penelitian lapangan. Hal ini diperlukan karena penjelasan mengenai posisi

pemerintah dalam mengelola kebijakan perdagangan masih mungkin

dikembangkan sesuai dengan temuan penelitian di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara

dengan panduan wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah

ditentukan atau menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan informan

secara bertujuan digunakan untuk memperkecil subjek yang diwawancarai. Hal

ini dimungkinakan karena penelitain inifokus pada kebijakan, terutama para

pengambil kebijakan. Olehkarenanya informan yang ditentukan adalah mereka

yang memiliki pengaruh dan kewenangan dalam mengambil kebijakan

perdagangan. Untuk memperdalam informasi, penelitian ini juga menggunakan

teknik snowballing dengan meminta informan untuk memberikan petunjuk

informan yang terkait dengan penelitian. Untuk mengkorifmasi sejumlah jawaban

terkait dengan data deskriptif yang disampaikan oleh informan, juga dilakukan

langakah cross check dengan data yang dihasilkan oleh BPS di Provinsi

Kepaulauan Riau.

E.3. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan

kesamaan substansi yang disampaikan oleh informan dan data sekunder dari

BPS. Selanjutnya hasil penglompokkan data tersebut dibahas dengan sudut

pandang teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk meningkatkan
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kualitas analisa juga digunakan studi literaturdan memanfaatkan informasipada

surat kabar.

ll. Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Perdagangan Bebas terhadap Perekonomian Provinsi
Kepulauan Riau

Perdagangan bebas yang memiliki ciri minimnya hambatan perdagangan

sepertitarif dan juga pengurangan prosuder birokrasidalam pemeriksaan barang

seharusnya dapat meningkatkan volume perdagangan. Volume perdagangan

seharusnya semakin meningkat karena ada kemudahan proses keluar masuk

barang dan adanya pasaryang terbuka karena hambatan tarif telah berkurang

seiring masing-masing negara membuka pasarnya.

Dampak dari penerapan perdagangan bebas terhadap kawasan Batam,

Bintan dan Karimun dapat dilihat dari pertumbuhan perdagangan antara tahun

2004 hingga 2008. Dalam tabel 1. Dari sisi PDRB, pertumbuhan PDRB pada

tahun 2005 dan 2000 tampak menurun, walaupun penurunan tidak sampaidl

bawah 7%. Perkembangan yang pesat dari Batam menjadi salah satu faktor

terbentuknya wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pembentukan Provinsi

Kepri menjadikan sejumlah wilayah Kepriterutama disekitar Pulau Batam menjadi

wilayah abu-abu terkait dengan penerapan kebijakan khusus kepabeanan. Untuk

mendukung dan mencegah terciptanya wilayah abu-abu tersebut pemerintalt

melalui Undang-Undang Nomor44Tahun 2007 tentang penetapan Perppu Nomon

1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.36Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undanl;

menetapkan kriteria wilayah yang diperlakukan khusus. Melaluidasar hukun"l

tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46, 47 dan 4{l

Tahun 2007 yang menjadikan Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasart

bebas dan pelabuhan bebas atau dengan kata lain kawasan kepulauan Rian

melaluiperaturan pemerintah ditetapkan sebagai kawasan dengan konsep fre*

tradezone fTQ.
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Tabel 1.

Laju Pertumbuhan PDRB PropinsiKepulauan Riau

Menurut Lapangan Usaha

No Lapangnn usaha 20u 20(F 2006 n07* 20(B*
Peilanian 5.7 5A 33

2 Peilanbaman 4.08 384 15.05 6.15 x38
3 Industri Tanpa Mig6 5.95 8.03 ea 4$
4 Listrik, AirBerdh 6.46 652 1t|5,51 5.75 7.$
5 Banoumn 6.27 5_6{ ll-14 29.,t5 34.26

6 Pedaqanqan r1.10 5.38 5.f,! 7-77 7.n
7 Anolubn ,il-72 8.51 12.13 11-2/, 14r',(
8 KeuanEan 7,39 689 8,12 t8 gfl
9 JasaJea 6,17 6.76 5,89 142,, 15,59

PDRB Tanpa Miqs 7,42 7.08 7,8 7,55 7.2,

PDRB DenqanMiqas 6,47 6.57 C78 7,01 a65

Sumber: BAPPEDA dan BPS Kepulauan Riau Tahun 2009
** :Angka Sementara

Dalam Tabel 1 tampak bahwa pemberlakuan UU Nomor 44 tahun 2007

dan Peraturan Pemerintah nomor46, 47 dan48 tahun 2007 telah meningkatkan

PDR!.I Provinsi Kepulaun Riau tanpa migas dari 7,23o/o tahun 2006 menjadi

7,s|%tahun 2007, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2008. Ini menunjukkan

kawasan perdagangan bebas atau FTZ memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi. Apabila dilihat dari struktur PDRB tampak bahwa sektor listrik dan

bangunan mengalami lonjakan yang besar. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh

peningkatan tarif listrik dan juga karena peningkatan permintaan layanan listrik'

Peningkatan permintaan listrik menunjukkan adanya kegiatan ekonomi atau

pertumbuhan ekonomiyang penting di Provinsi Kepualuan Riau. Menurut Staf

Batam tndustiat Development Agency (BIDA)1I, peningkatan konsumsi listrik

menunjukan adanya pertumbuhan kegiatan industri seperti shipyard atau dok

perkapalan dan manufaktur lainnya. Perdagangan barang sendiri, menunjukan

bahwa sejak pemberlakuan FTZ terjadi peningkatan pertumbuhan daritahun

2005 dan 2006.

Daritabel 1 juga tampak bahwa pertumbuhan PDRB bangunan memiliki

nilai tertinggi. Ini dapat mengindikasikan bahwa setelah penerapan FTZ, para

investor mulai membangun industrinya dan infrastruktur untuk industrinya. Hal

ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan bangunan.

1o Wawancara dengan staf BIDA 5 Mei 2010
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Adapun terjadinya perlambatan pada tahun 2008 disebabkan oleh akhir

tahun 2008 terjadi krisis globalyang dampaknya dirasakan oleh Provinsi Riau.

Menurut Bappedall, krisis ekonomi globaldapat dikurangi dampaknya melalui

penerapan FTZ, Hal ini bisa terjadi karena sejumlah industriyang ada sebagian

yang dapat melakukan penyesuaian dengan mengurangi pengeluaran atau

mengurangi jumlah karyawannya. $edangkan menurut staf BlDAl2, perlambatan

pertumbuhan juga bisa ditutupi oleh masuknya industri perawatan kapal atau

shipyard darisejumlah negara ke Batam, karena Batam memilikikeunggulan

dibanding galangan kapal lain di dunia. FTZ lebih jauh lagi mendukung adanya

usaha penyesuaian pelaku usaha atau investor terhadap krisis global dengan

cepat.

Penutupan sejumlah industriatau keluarnya sejumlah investor akibat

krisis globaljuga disebabkan adanya perubahan teknologi yang cepat. Untuk

mengikuti perkembangan tersebut sejumlah produsen harus menutup sementara

industrinya di Pulau Batam. Saat permintaan meningkat, biasanya investorakan

membangun basis produksinya dengan teknologi baru disesuaikan dengan

permintaan dan perkembangan teknologi.

Selain dari PDRB, dampak FTZ dapat dilihat dari kinerja ekspor. Pada

Tabel 2 tampak bahwa dari volume ekspor secara nilai, ekspor dari Provinsi

Riau terus meningkat, Pemberlakuan FTZ juga menunjukkan bahwa kebijakan

perdagangan bebas memberikan kesempatan yang lebih dari sisi kinerja ekspor

ditunjukan oleh nilaieksporyang terus meningkat. Iniartinya bahwa perdagangan

bebas mampu memberikan ruang ekspor yang lebih luas bagi produk yang

dihasilkan oleh Kepulauan Riau. $elain peningkatan ekspor dari juga ada

peningkatan dari sisi impor.Tabel2 menunjukkan adanya lonjakan yang cukup

tinggi ketika FTZ diterapkan ditahun 2007. Fenomena ini merupakan implikasi

dari proses pembukaan perdagangan yang sebelumnya lebih proteksionis.

Praktek FTZ yang sudah lebih awal diterapkan di kepulauan Riau

khususnya Pulau Batam memberikan landasan yang kuat bagi pemanfaatan

FTZ dalam meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Riau. Kemampuan Provinsi

Kepulauan Riau dalam menangkap peluang dariperdagangan bebas tidak dapat

dilepaskan dari kuatnya infrastruktur industridan perdagangan di Pulau Batam.

Kesempatan dari perdagangan bebas dapat lebih membuka peluang investasi

asing untuk menanamkan modalnya diPulau Batam, Manfaatdari perdagangan

bebas tidak hanya diperuntukan bagi Pulau Batam, tetapi sejak tahun 2007

telah diperluas ke Pulau Bintan dan Karimun.

11 Bappeda dan BP$ Provinsi Riau, Praduk Aamestik Bruta Provinsi Kepualaun Riau lahun
2004-2008,200s.
12 Op.cit
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Tabel 2.

Perkembangan NilaiEkspor/lmpordan PDRB Batam dan Kepri

Perkembangan
Nilai Ekspor
(dalan US$

Milyar)

PerKembangan
Nilailmpor
(dalam US$

Mi lyar)

Pertumbutlan
PDRB Pulau
Batam (%)

Pertrmbuhan
PDRB

Prop. lGpri
Io/ol

2001 3.130 NA 6.49 6.67
2002
2003
2004
2005

4.274
3.865
2.289
2.479

t{a
tla
t{a

1.609*

7,18
7,28
7,46
7.65

7t4
6,33
642
6.57

2006 5.243 1.993* 7,47 6,78
2007 6.920 8/70** Na 7.55
2008
2009

7.470',*
7.909**

9.62t"
6.068**

Na
Na

7,22
t{a

Sumber :BAPPEDA dan BPS Kepri 2008,
.: BPS 2006

**: Bea Cukai 2009

Na: tidak tersedia

Pengalaman Batam dalam mempraktekan perdagangan bebas memang

sudah membuktikan bahwa Batam menjadiwilayah dengan pertumbuhan yang

khas, dimana struktur PDRBnya sudah tampak didominasi oleh pertumbuhan

sektor industri dan perdagangan seperti tampak pada Tabel 3. Keberhasilan

mencetak PDRB tersebut dipengaruhioleh investasi pemerintah yang cukup

besar sejak awal pembentukan Batam di bawah Otorita Batam.

Keberadaan Otorita Batam yang merupakan representasi kewenangan

pemerintah pusat menyebabkan jalur pengambilan keputusan dalam

pengembangan Pulau Batam sebagai daerah basis logistik dan operasional

darikegiatan eksplorasiminyak lepas pantaiPertamina berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Pulau Batam. Berkembang menjadi pelabuhan enterpoft partikeli, yaitu

pelabuhan khusus yang dapat menjadi pintu masuknya impor, dalam hal ini

impor kebutuhan barang modalyang mendukung kegiatan Pertamina tersebut

melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1971 tentang Penetapan wilayah

kuasa pertambangan Perusahaan Negara Pertamina sebagai wilayah kerja

Azience Generale ltaliana Petroli Sociata per Aziona (Agip SpA) di daerah lepas

pantai Laut Cina Selatan. Untuk mengembangkan Pulau Batam sebagai basis

kawasan industri pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1 973

dengan membentuk Badan Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau Batam
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yang bertanggung jawab mengelola tanah daerah industri pulau Batam,
mengembangkan dan mengendalikan pengembangan industri dan transhipment,
membangun dan merencanakan pembangunan prasarana untuk mendukung
daerah industri, menerima dan memproses permohonan izin, serta menjamin
kelancaran proses perizinan bagi kepentingan dunia usaha.

.,,.,!r4.?17_-
72.602

452,166 i*{et.dto 
1- T:

fi1.982
1,?,4.7f g

307.tr4

Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2008

Upaya-upaya pemerintah tersebut telah menjadikan pulau Batam
memiliki infrastruktur yang memadai untuk pertumbuhan industri, terutama
industri yang berasal dari luar negeri. Keberadaan pulau Batam dengan
infrastrukturyang dibangun oleh pemerintah pusat tersebut dapat memanfaatkan
dinamika perkembangan pertumbuhan perdagangan dan industri internasional,
yang ditandai dengan semakin panjangnya rantai produksi dan distribusi.
Keberadaan kawasan Batam yang siap secara infrastruktur tersebut menarik
minat investor untuk mengembangkan pabrik ke Batam, karena Batam dapat
mengurangi rantai produksi dan distribusi bagi sebagian besar industri
multinasional. Batam dilihat memiliki posisigeoekonomiyang strategis karena
berada dalam jalur perdagangan internasional dan berada pada titik pusat
pertumbuhan dunia yang tinggiyaitu Asia.

Posisi Batam yang strategis dan matang sebagai pusat pertumbuhan
juga ditunjukkan dalam tabel2 melalui posisi pertumbuhan pDRBnya yang lebilr
tinggidaripertumbuhan PDRB Kepulauan Riau. lni menunjukkan bahwa suatu
kawasan dapat memanfaatkan perkembangan sistem perdagangan bebas,
apabila kawasan sudah dipersiapkan dalam jangka waktu lama dan
mengandalkan pada pembangunan industri, Dalam konteks pulau Batam,
perbandingan dengan Provinsi induknya menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonominya lebih tinggi. Pasar bebas memang memberikan kesempatan bagi
suatu kawasan yang sejak lama disiapkan untuk berkembang $ecara optimal
dengan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari perdagangan bebas.

Tabel3, PDRB Kota Batam dan Jenis Lapangan Usalia

It-oJltcilr,,_ ..,
Ja Ea -Jare
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B. Pemerintahan Kepulauan Riau dan Pengelolaan Kawasan

Perdagangan Bebas

Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau merupakan provinsiyang dibentuk

da6 hasil pemekaran Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau sendiri dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi in memiliki

6 wilayah kabupaten/kota yaitu: Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten

Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Provinsi

inijuga memiliki sejumlah Pulau yang termasuk pulau terluar menurut Keputusan

Presiden Rl Nomor 78 Tahun 2005.

Untuk menata dan mengelola wilayahnya Provinsi Kepulauan Riau

membentuk 22 satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Dari SKPD yang ada,

beberapa merupakan urusan wajib dan sebagian kecil urusan pilihan. Dari SKPD

yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, urusan pilihan termasuk

yang banyak dipilih oleh Kepulauan Riau. Urusan pilihan yang menjadifokus

dari Provinsi Kepulauan Riau adalah pertanian, kehutanan, kelautan dan

perikanan, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral serta

pariwisata.

Berangkat dari pilihan urusan tersebut, persoalan perdagangan dan

perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dianggap penting

untuk diurus dalam satu SKPD. Persoalan perindustrian dan perdagangan

merupakan titik keunggulan dari ProvinsiKepulauan Riau, karena perkembangan

ekonomi Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Dalam kenyataaannya masing-

masing kabuapaten/kota atau pulau diProvinsiKepulauan Riau (Kepri), masing-

masing memiliki keunggulan. Pengembangan masing-masing kawasan juga

harus mengacu pada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan TataWilayah.

Halinipenting baik untuk menjaga keseimbangan lingkungan juga keseimbangan

pertumbuhan antar kawasan. Walaupun demikian, keinginan investor masih

sering berkehendak melanggar peruntukan yang sudah ditetapkan. Dalam hal

ini poisisiyang diambil pemerintah menurut staf Bappeda mengikuti peraturan

atau melakukan perubahan peraturan setelah melaluipengkajian untung ruginya

bagi daerah.

selain urusan perdagangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga

memiliki urusan wajib yang memiliki pengaruh penting yaitu urusan perencanaan

pembangunan. Perancanaan pembangunan ini khususnya yang mendukung

pembangunan infrastruktur. Perencanaan berperan menyiapkanwilayah kepulaun

Riau sebagai wilayah perdagangan dan industri.
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Walupun demikian, di sisi perdagangan peran pemerintah daerah
sepertinya terbatas, karena dalam konteks perdagangan bebas, kesepakatan
atau perjanjian perdagangan bebas dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam
kasus kepulauan Riau, pengelolaan perdagangan bebas dilakukan $ecara
terbatas hanya pada Batam, Bintan dan karimun. Untuk mengelolanya,
pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 9'lbhun 2008 tentang Derran Kawasan
(DK) FTZ Batam, Keppres Nomor 10lahun 2008 tentang DK FTZ Bintan, dan
Keppres Nomor 11 Tahun 2008 tentang DK FTZ Karimun. Sedangkan Perpres
Nomor 30Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan (DNK) Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas. Semua peraturan tersebut memberikan kepada
DK kewenangan untuk mengelola perdagangan bebas di kawasan-kawasan yang
sudah ditentukan.

Dalam peraturan tersebut Gubernur diangkat sebagai Ketua Dewan
Kawasan dengan wakil dari Bupati atau Walikota dari daerah yang ditunjuk
sebagai kawasan FTZ. Sedangkan anggotanya melibatkan unsur-unsur
pemerintah pusat, seperti Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM,
Kepala Kanwil Bea Cukai, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Kepala
Kepolisian Daerah, Kepala Kejasaan Tinggi, Komandan Pangkalan Utama
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut lV, Komandan Gugus Keamanan
Laut Barat, Komandan Komando Resort Militer dan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdaganagn Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hubungannya
kepada pemerintah pusat dalam bentuk memberikan laporan setiap enam bulan
kepada Presiden.

Bentuk pengelolaan kawasan perdagangan bebas sebagaimana diatur
dalam Keppres nomor 9, 10 dan 11 serta Perpres nomor 30 tahun 2008
menyatukan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan
perdagangan. Menurut staf Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Riaurs,
Dewan Kawasan (DK) menyinergikan pelaksanaan kewenangan pemerintah
pusat dan daerah, karena gubernur ditempatkan sebagai ketua dan penrvakilan

instansi pemerintah pusat sebagai anggota. Posisi DK dilihat sebagai regulator,
sedangkan eksekutor kebijakan ada pada Badan Pengusahaan Kawasan (BPK).

BPK sendiri dibentuk oleh DK melaluitim konsultasi. Pemerintah pusat melalui
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2009 juga melimpahkan
kewenangan pemberian izin ekspor dan impor kepada BPK.

Untuk menjalankan kewenangan pemerintah pusat tersebut, DK dapat

menerbitkan peraturan DK yang mengatur lebih jauh kegiatan ekspor impor.

13 Wawancara dengan staf Dinas Perdagangan Provinsi Riau, 4 Mei 2010.
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Sedangkan dampak lainnya, sebagian urusan pemerintah daerah dalam

kebijakan perdagangan diintegrasikan dalam DK seperti kegiatan promosi.

Pemda juga berkurang bebannya dalam menjaga lalu lintas perdagangan karena

DK melibatkan unsur TNI dan kepolisian. Di sisi lainnya Pemda menurut staf

Dinas Perdagangan mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

darikegiatan investasidan perdagangan di kawasan FTZ.

Pemerintah daerah yang memiliki instrumen kebijakan melalui regulasi,

anggaran dan persuasi dapat mengambil peran strategis dalam mengupayakan

mendukung bekerjanya FTZ atau mengambil langkah antisipatif terhadap dampak

dari FTZ. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemda Provinsi Keppri melakukan

langkah pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) agar produknya

bersaing dengan produk impor. Menurut staf Bappeda dan Dinas Perindustrianl4,

Pemda telah mengusahakan pelaku usaha UKM dengan bimbingan ketrampilan

dan inovasi produk agar dapat bersaing dengan produk Malaysia dan Cina,

Pemda juga melihat bahwa kehadiran industri besar menciptakan permintaan

terhadap kebutuhan logistik industri tersebut seperti seragam dan makanan

bagi pekerjanya. Turunan dari kegiatan industri besar telah melahirkan pelaku

usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun untuk masuk

sebagai pemasok dari komponen industri besar tersebut, sektor UKM belum

bisa karena standar kualitas yang sulit dipenuhi oleh UKM.

Pemerintah juga memiliki peran persuasiyang besar dalam menyelesaikan

persoalan hubungan perselisihan perburuhan dengan perusahaan. Hubungan

perburuhan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan FTZ terutama

terhadap para investor atau pelaku usaha. Dalam kerangka FTZ, perusahaan

memang akan cepat mengalami pasang-surut karena perkembangan

perusahaan sangat tergantung pada perkembangan pasar internasional. Akibat

krisis keuangan globaltahun 2009 saja telah menyebabkan sejumlah industridi

FTZ Pulau Batam harus menutup usahanya. Selain itu, perkembangan teknologi

juga sering mengharuskan sejumlah perusahaan harus menyesuaikan

teknologinya. Saat transisi tersebut menyebabkan perusahaan harus tutup

sementara.

Penutupan atau pengurangan produksi, tentunya akan menekan upah

buruh dan juga pemutusan hubungan kerja. Hal ini sering memicu gejolak

hubungan buruh dan pengusaha. Pemerintah memainkan peran persuasiatau

intermediasi. Pemerintah juga mengantisipasi persoalan tersebut dengan

1a Wawancara dengan staf Bappeda dan Dinas Perindustrian, 4 Mei 2010
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menghidupkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat sementara

meningkatkan kualitas pekerja agar sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

Peran pemerintah dari instrumen anggaran, menurut staf Bappeda dapat

dilihat darialokasi belanja untuk pengadaan transportasidan perumahan bagi

pekerja. Alasan pemerintah untuk mengambil peran ini adalah untuK

meningkatkan daya saing industri dengan mengurangi biaya hidup pekerja.

Anggaran ini merupakan subsidi dari pemerintah terhadap kehidupan dan

kesejahteraan pekerja. Bantuan terhadap biaya hidup ini dapat mengurangi

tekanan terhadap pekerja untuk meminta upah yang lebih tinggi akibat inflasi

biaya hidup yang disebabkan pengenaan pajak atas barang konsumsidi FTZ.

Disamping peran yang dimainkan pemerintah diatas, dalam pandangan

staf BlDA15, ada peran pemerintah yang belum $ecara jelas diatur terkait dengan

kewenangan pengelolaan perdagangan beba$ di kawasan. Kasus kebijakan

"master list' yang memuat barang-barang yang dikenakan pajak $ebagaimana

daerah kepabeanan sempat menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha,

karena menyebabkan biaya produk$imeningkat atau nilai barang yang digunakan

sebagaibahan baku produksimeningkat. Begitu juga kebijakan MenteriKeuangan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4$/PMK'03/2009, 46-

47 tPMK.O4l2009, 240/PMK.03/2009 dan 241-242/PMK.0412009 sebagai

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 mengenai perpajakan,

bea cukaidan lalulintas barang di FTZ menciptakan rantai birokrasiyang lebih

panjang. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut mengatur bahwa barang yang

keluar dari FTZ harus mengisiform dan dikenakan pajak impor' $edangkan

barang dari kepabeanan yang masuk ke dalam FTZ dikenakan pajak ekspor.

Hal initelah meningkatkan biaya produksi"

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2009 tentang perlakuan

kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan ata$ pemasukan dan

pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk

sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah menyebabkan

ongkos produksi sejumlah perusahaan yang sedang mengerjakan proyek

pemerintah atau yang terikat kontrak kerjasama (K3S) dengan Departemen

Energidan Sumber Daya Mineral menjadi lebih mahal, karena harus rnembayar

sejumlah pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah serta cukai.

Seharusnya psrusahaan tersebut mendapat fasilitas pembebasan karena masuk

dalam kategori perusahaan yang sedang mengerjakan proyek pemerintah.

15 Ap.cit
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Dampaknya banyak perusahaan tersebut mengimpor langsung kebutuhan barang

untuk produksinya dari Singapura, dan tidak memanfaatkan indutri pendukung

di Pulau Batam yang berada di luar FTZ, karena terhindar dari pajak-pajak

tersebut.

Sedangkan, menurut Kepala Kantor Bea Cukailo sendiri perangkat

peraturan di atas belum sepenuhnya mengakomodasi transaksi perdagangan

yang berjalan di Batam.Transaksitersebut antara lain angkut lanjut antar pulau

seperti proses barang dari TDLP Jakarta dikirim ke TDLP Tanjung Pinang tetapi

harus melalui Batam. Begitu juga terhadap aktivitas pengeluaran sementara

(untuk perbaikan) ke LDP (misal ke Singapura), Ekspor dariTDLP yang melalui

Batam (seperti dari Bintan), perlakuan perpajakan atas pengeluaran barang

yang dikeluarkan kembali ke TDLP dan PPNnya telah dilunasi. Keterangan

Kepala Bea Cukai mempertegas bahwa regulasi dapat mempengaruhi aktivitas

perdagangan diFTZ. Bahkan sejumlah regulasiperlu dipertimbangkan mengingat

sejumlah regulasiterutama di perpajakan tersebut dalam pandangan staf BIDA

mengurangi minat investor atau pelaku usaha berusaha diFTZ seperti Batam.

Langkah-langkah pengembangan kawasan yang bertujuan untuk meningkatakan

daya saing yang tinggi merebut investor juga terkendala oleh sejumlah kebijakan

pusat yang kurang sensitif terhadap kebutuhan pelaku usaha di FTZ. Menurut

staf BlDA17, salah satunya masih tingginya pajak perusahaan sebesar 28%

dibanding dengan Singapura yang hanya 18%. Akibatnya, kantor perwakilan

atau h e ad q uarfer sejumlah perusahaan berada d i Singapura, sedangkan basis

produksinya ditempatkan di Pulau Batam. Tentunya potensi dari pajak

penghasilan menjadi berkurang dan usaha jasa pendukungnya juga tidak

berkembang.

Pengelolaan FTZ juga seri ng menghadapi masalah dari regu las i ya ng

sering berubah. Banyak regulasikurang persiapan sebelum dirumuskan maupun

diterapkan. Hal ini menyebabkan investor menjadi sulit menghitung kembali

biaya proses produksinya, karena setiap perubahan regulasi berdampak pada

proses produksi terutama regulasi terhadap tarif barang. Perubahan regulasi

juga sering memaksa petugas pelaksana membutuhkan waktu yang lebih lama

atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan akibat perubahan tersebut.

Keberadaan DK seharusnya dapat memotong atau memperkecilrantai

pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaanFTZ. Rantai birokrasi perlu

dipotong, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha atau investor saat

16 Wawancara dengan Kepala Kantor Bea Cukai Batam, 6 Mei 2010
n Op.cit
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menghadapi peningkatan permintaan dan membutuhkan impor terhadap barang

khusus terkait dengan produksinya" $aat ini Badan Pengusahaan masih

memerlukan konfimasi ke Departemen Perindustrian. Menurut $taf BlDArs, Pulau

Batam seharusnya dapat mencapai target menarik investasiyang lebih baik

lagi apabila situasi kelembagaan pengelola FTZ tidak dalam masa transisi'

Upaya untuk menjaga potensi Pulau Batam sebagaitujuan investasi lebih pada

pendekatan persua$i melalui sejumlah pertemuan dengan asosiasi investor

berdasarkan negara a$al dan jenis usahanya' Upaya BP Batam dalam bentuk

persuasi dapat mengurangi keinginan sejumlah perusahaan untuk keluar dari

Pulau Batam.

sebelum adanya DK hubungan antara BP dengan Pemerintah Kota

atau Kabupaten dilakukan dengan membagi peran terutama dalam pembangunan

infratsruktur dan pengembangan potensi kawasan. Dalam hal ini, Pulau Batam

saat ada BIDA dan Pemkot juga membagi peran pembangunan infrastruktur,

untuk jalan terkait dengan industri dibangun oleh BIDA, sedangkan jalan untuk

pemukiman oleh Pemkot Batam. $elain industridan perdagangan, Pemkot juga

mengembangkan potensi pariwisata. Pola koordinasi dan kerjasama juga

dikembangkan dalam kontek promosi kawasan. BIDA sering merekomendasikan

investoryang kebutuhannya sesuaidengan kawasan Bintan atau Karimun, ketika

tidak tersedia di Pulau Batam. Menurut staf BlDAls, keberadaan institusi yang

terpisah sebelum adanya DK telah menempuh langkah koordinasi untuk

memaksimalkan potensi kawasan sebagai daerah industri dan perdagangan

kelas internasional.

walaupun pembentukan DK menjadi bagian dalam meningkatkan

koordinasi antar instansi pusat dengan pusat dan pusat dengan daerah, tetapi

sejumlah kewenangan pusat belum sepenuhnya dilimpahkan ke DK ataupun

BP. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan perijinan karantina, pengawasan obat

dan makanan, dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, ada sejumlah peraturan

pusat yang menurut Kepala Bea Cukaieo perlu disesuaikan dengan kondisi FTZ

seperti ketentuan barang larangan terbatas (lartas)yang digunakan sebagai

bahan baku industri dan ijin pemasukan (masfer /isf) yang seharusnya

membedakan antara barang konsumsi dengan bahan baku industri' Dalarn

pandangan Kepala Bea Cukaijuga melihat pertauran DK Nomor 5 Tahun 2009

tentang label minuman beralkohol menimbulkan tumpang tindih dan

memperpanjang rantai birokrasi pemasukan dan perdagangan barang.

18 Qp.cit
re lbid
20Op,cit
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C. Peran Pemerintah dalam Perdagangan Bebas

Dari pengalaman penerapan kebijakan pasar bebas dalam lingkup terbatas
seperti di Pulau Batam, Bintan dan Karimun tampak bahwa peran pemerintah
dari sisi kewenangan memberi izin semakin terbatas atau dipersingkat untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha atau investor. Capaian tersebut
menurut pelaku usaha kurang konsisten dijalankan akibat seringnya perubahan
regulasi. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih belum sepenuhnya
hilang karena sejumlah regulasi masih mempengaruhi aktivitas perdagangan

dan industri. Peran pemerintah selain melaluiregulasi, juga masih dimilikidari
sisi anggaran dan persuasi.

Pada sisi regulasi, perubahan regulasi yang cepat atau regulasi yang
menghasilkan rantai birokrasiatau pengambilan keputusan yang lebih panjang
kurang mendukung perkembangan FTZ. Namun panjang atau pendeknya birokrasi

dalam perspektif tergantung pada penempatan posisi peran pemerintah dalam
kebijakan perdagangan. Dalam pandangan Krugman, regulasi yang menghendaki
birokrasiyang panjang bisa saja didasarkan pada niat proteksiterhadap sektor
tertentu atau alasan untuk mengambil rent seeking dari proses kegiatan
perdagangan diantara kelompok kepentingan yang ada. Perspektif ini melihat
bahwa penciptaan regulasi yang menghasilkan rantai birokrasiyang panjang
hanya memaksimalkan kesejahteraan kelompok tertentu saja.

Adanya tumpang tindih kewenangan dalam kasus di kepulauan Riau

khususnya Batam tampak dari peraturan DK dengan Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemasukan barang
konsumsi ke dalam kawasan FTZ. Pelabelan oleh DK menambah rantai birokrasi,

dan menghambat lalu lintas barang. Di lain sisi peraturan pemerintah juga

menambah tugas dari bea cukaiyang menyebabkan waktu proses keluar masuk
barang bertambah, karena prosedur mensyaratkan pengisian dokumen yang

bertambah.
Adanya tumpang tindih menunjukkan dalam skala yang lebih terbatas

sepertidi Pulau Batam saja menunjukkan bahwa proses integrasidan sinergi
diantara instansi pusat dan daerah belum berjalan secara baik. Masing-masing
instansimasih memilikisudut pandang yang berbeda sesuai dengan kebiasaan

dan kelaziman prioritas kerja dari instansi masing-masing. Persoalan sudut
pandang mengenai bagaimana mengelola FTZ, seharusnya sudah diselesaikan
pada tingkat perumusan kebijakan atau peraturan. Selanjutnya dibutuhkan
langkah menegakkan aturan tersebut, tanpa kembali lagi kepada perspektif

dari masing-masing instansi.

564 Kajian, Vol. 16, No. 3, Sepfember 2011



Peran pemerintah seharusnya mengisi ruang-ruang pelayanan yang

bersifat mendukung proses perdagangan. Kalaupun pada tingkat evaluasi

ditemukan adanya dampak negatif, sehingga membutuhkan perubahan kebijakan,

perubahan tersebut dilakukan secara bertahap. Keluhan sejumlah investor di

Pulau Batam menurut staf BIDA salah satunya bersumber dari seringnya

perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan $ering mempengaruhi proses

produksidan biaya produksi. Hal ini akan mengurangi daya $aing dari produk

yang dihasilkan atau diproses diPulau Batam.

Adanya Dewan Kawasan, seharusnya membuat proses perumusan

kebijakan FTZ dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan kepentingan investor

dan perilaku dan tanggapan investor atau pelaku usaha terhadap kebiiakan yang

akan dikeluarkan oleh DK. Perubahan kebijakan juga seharusnya memerlukan

pro$es sosialisasisebelum pelaksanaanya. $elain instrumen sosialisa$isebagai

bentuk persuasi pemerintah pada dunia usaha, DK seharusnya memanfaatkan

instrumen anggaran. Upaya mendukung kegiatan perdagangan dengan

membantu infrastruktur, fasilitas perumahan dan transportasi bagi pekerja, balai

latihan kerja serta pengembangan produk usaha kecil dan menengah merupakan

bagian peran pemerintah yang perlu dibangun.

FTZ secara luas merupakan pilihan kebijakan yang lebih terbuka dan

ramah terhadap investor luar negeri dan lalu lintas perdagangan barang jasa

serta tenaga kerja. FTZ dimakudkan untuk membuat proses produksilebih efisien

dan murah (baik darisisi bahan baku, proses produksi, tenaga kerja, proses

distribusi), sehingga membuat nilaibarang menjadikompetitif dalam persaingan

internasional. FTZ juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada

konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuaidengan nilainya tanpa

dibebankan oleh nilai distribusi atau birokrasi. Dalam mencapai tujuan FTZ

tersebut pemerintah dalam kasus kepulauan Riau memainkan peran

menyelenggarakan pelayanan, regulasi, anggaran dan persuasi. Dalam skala

yang lebih terbatas, pemerintah daerah kepulauan Riau merepresentasikan fungsi

regulasi pada keberadaan gubernur di DK. $edangkan secara anggaran, alokasi

pembangunan sarana transportasidan perumahan murah bagi pekerja di FTZ

dimaksudkan duntuk mengurangi beban biaya hidup pekerja, sehingga gejolak

sosial akibat tekanan buruh dapat dikurangi.

Peran pemerintah daerah dan pusat juga tampak dari pembangunan dan

pengembangan balai latihan kerja (BLK). Keberadaan BLK penting dan

membantu bagi para pekerja baru yang akan memasuki pasar tenga kerja di

FTZ dan untuk meningkatkan kemampuan pekerja baik yang sedang mengalami

pemutusan hubungan kerja agar bisa masuk kembalike dalam lapangan kerja.
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Sedangkan untuk menumbuhkan sektor UKM, pemerintah daerah

mencoba dengan persuasi mensinergikan antara industri besar di FTZ dengan

UKM, dimana UKM didorong mengisi kebutuhan baik pekerja dan perusahaan

yang sesuai dengan bidang usahanya seperti pakaian dan makanan bagi pekerja.

Kebijakan integrasisektor UKM dengan industri besar juga terjadi pada sektor

pertanian melalui program pembinaan terhadap UKM dengan industri atau

pembeli luar negeri. Hal ini terjadi pada produk pertanian, dimana petani dan

UKM kepulauan Riau mendapat bimbingan penanganan produk pertanian pasca

panen agar dapat masuk dan memenuhi standar pasar Singapura.

Jadi dari skala lebih kecil pada tingkat pemerintah daerah Kepulauan

Riau, tampak bahwa peran pemerintah di sisi regulasi harus dilakukan lebih

peka terhadap perilaku dan respon dari investor dan pelaku usaha, karena FTZ

merupakan ruang bagi investor dan pelaku usaha bukan pemerintah sebagai

aktor perdagangan. Dalam konteks regulasi tentunya keberadaan DK

memperpendek rantai pengambilan keputusan dan tentunya memperkuat proses

pengambilan keputusan yang lebih represntatif dengan tidak meningggalkan

dasar hukum yang memiliki keterkaitan dnegan peraturan yang ada. Dalam

menggunakan instrumen regulasi DK juga harus menghasilkan regulasi yang

dapat menekan biaya produksi, bukan sebaliknya meningkatkan biaya produksi

akibat dari regulasiyang menambah rantaibirokrasidan pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggungiawab mengelola tatanan sosial.

Khususnya terhadap daerah FTZ yang bercirikan kawasan industri, maka

hubungan pekerja dengan pengusaha merupakan salah satu yang harus menjadi

perhatian. Gejolaktenaga kerja, dan dampaknya pada kerugian pengusaha akan

menjadikan FTZ kurang diminati sebagai basis produksi maupun perdagangan.

Kasus konflik pekerja di lingkungan industri perkapalan Drydocks World Graha

Batam2l memberikan fakta pengaruh gejolak sosialterhadap arus perdagangan

dan investasi. Salah satu sebab kerusuhan adalah persoalan konflik sosialantara

pekerja lokaldengan asing. Menurut staf BlDA22, walaupun kerusuhan tersebut

skalanya kecil, namun sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku

usaha sebagai dampak dari efek pemberitaan saat itu. Hal ini diatasi dengan

pendekatan persuasi BIDA kepada kalangan pelaku usaha.

Olehkarenanya kebutuhan layanan publik bagipekerja dan membangun

tatanan sosialyang stabildalam konteks hubungan daiantara pekerja atau antara

pekerja dengn pengusaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha

21 "Kerusuhan Batam Bisa Meluas", diunduh dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2O10/

M/23l19243346/Kerusuhan.Batam.Bisa.Meluas, 23 April 2010
22 op.cit
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yang konduEif bagi perdagangan bebas. Hubungan industrial merupakan kun*i
dari pembangunan stabilitas tatanan sosial, karena dampak FTZ pertama kali

akan menyerang daya saing industri lokal, apabila kalah bersaing akan

menyebabkan pengurangan produksi hingga penutupan yang akan berdampak

pada pengurangan jam kerja dan upah hingga pemutusan hubungan kerja.

Ancaman ini harus diantisipasidengan sistem layanan publik dan jaminan sosial

yang memadaiterutama untuk mengatasi masa transisi saat pekerja menunggu

untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Pembangunan sistem tersebut bukan

hanya menjadi pilihan urusan pemerinlah daerah dan seharusnya juga menjadi

urusan pemerintah pusat.

Di dalam FTZ tetap ada marketfailure atau kegagalan pasar sepertitidak

berkembangnya pasar produk UKM karena bersaing dengan produk imporyang

sejenis. Kegagalan ini akan tampak dari banyaknya penutupan UKM ketika

FTZ diterapkan. Untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut, pemerinlah perlu

memberikan bantuan bukan proteksiterhadap UKM agar dapat bersaing secarfi

seimbang di pasar. Hal tersebut dilakukan dengan kebijakan koordinatif diantara

pelaku usaha besar dengan UKM. Langkah tersebut tampak dari kebijakan
pemerintah daerah untuk mempromosikan UKM menjadi mitra industri cli

kawasan FTZ, terutama dalam memenuhi kebutuhan logistik dari karyawan

dan keluarganya.

Faktanya, pertumbuhan UKM di sekitar industridalam kawasan FTZ lebift

pada meningkatnya permintaan daripara perkerja, namun belum belum menjacli

bagian dari strategi pengembangan kawasan itu sendiri. UKM juga belum tumbutt

menjadi bagian darialur proses industriatau hanya mengambil porsi pekerjaan

outsourcing. Dampaknya terasa pada aspek transfer teknologi tidak terjacli

sebagaimana salah satu aspek dari keunggulan dibangunnya kawasan FTf,.

Proses transfer teknologi hanya terjadi apabila UKM yang tumbuh teritegrati

dengan industri besar, sehingga UKM dapat belajar dan memanfaatkan teknologi

dari industribesar.

Kesimpulan

Peran pemerintah dalam mengelola perdagangan semakin minim dalam

era perdagangan bebas. Pada masa transisidarisistem proteksionis ke beba*,

daerah akan mengalami peningkatan arus impor. Selain itu, perkembangan

ekonomi yang semakin terintegrasi dengan perdagangan internasiona[,

menyebabkan goncangan di pasar internasional berpengaruh pada pasardalarn

negeri. Pada setiap goncangan sepertikrisis keuangan global, peran pemerintah

sebagai pengelola perdagangan menjadi meningkat terutama untut<
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mempersuasi agar investor tidak pindah, memperkecil biaya produksi seperti
memfasilitasi kebutuhan buruh agar dapat mengurangi biaya hidup buruh atau

meningkatkan kualitas infrastruktur.

Peran pemerintah juga dibutuhkan oleh usaha kecildan menengah agar

bisa terintegrasi kepada pasar. Pemerintah dapat mendorong industri besar

memberikan ruang bagi hasilUKM untuk menjadibagian dariproses produksi.

Pemerintah juga bisa membangun hubungan dengan pasar global, agar produk

UKM dapat dipasarkan melalui mekanisme perdagangan yang ada.

Dari penelitian di kepulaun Riau, perdagangan bebas lebih mengurangi

birokrasi perdagangan, tetapi tidak menghilangkan esensi pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang mendukung proses produksi dan
perdagangan. Pelayanan publik yang baik akan mengurangi biaya produksi,

dan hal ini menjadi insentif pelaku usaha untuk tetap berusaha di kawasan

yang dikelola oleh pemerintah. Proses produksi tentunya akan memberikan

dampak tersendiri bagi pemerintah daerah, sepertidari pajak penghasilan.
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